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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual 

berdasasrkan KUHP secara implisit telah memberi perlindungan terhadap 

korban kejahatan seksual berupa pidana denda dan syarat khusus kepada 

terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada 

korban, berdasarkan KUHAP tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban 

dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata, dan berdasarkan 

Permendikbudristek memastikan terjaganya hak warga negara atas 

pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual 

dilingkungan perguruan tinggi. Perlindungan hukum sebagaimana yang 

dimaksud dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang LPSK tidak hanya memberi 

perlindungan terhadap korban sebagai upaya memperlancar jalannya prosess 

pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi korban dalam upaya memulihkan 

keadannya agar si korban dapat melanjutkan kehidupannya di masyarakat. 

2. Bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan 

tinggi terbagi atas bentuk perlindungan hukum secara abstrak dan konkret 

seperti yaitu pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, dan bantuan 

hukum, kemudian secara abstrak seperti perlindungan atas nama baik korban, 

jaminan perlindungan terhadap identitas korban. Serta adanya jaminan hukum 

tentang perlindungan bagi saksi korban, adanya perluasan cakupan 
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perlindungan, dan adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan 

implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka diperoleh saran sebagai 

berikut: 

Meskipun mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual 

di perguruan tinggi sudah ada, akan tetapi harus dibarengi dengan birokrasi yang 

baik dan sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia berperan 

penting dalam menciptakan lingkungan dan budaya kampus yang ramah gender, 

terbebas dari kekerasan seksual. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan kesadaran 

untuk menemukenali bentuk-bentuk kekerasan, perubahan mind-set yang 

responsive dan menghargai korban agar memberikan keadilan dan perlindungan 

kepada korban kekerasan seksual khusunya di lingkungan perguruan tinggi.
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